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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat
menyimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Penerapan asas nemo plus juris transfere potest quam ipse habel dalam
suatu peralihan hak kepemilikan tanah terhadap harta bersama sudah
dilaksanakan didalam praktek. Penerapan asas tersebut dilakukan seorang
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam tugas dan kewenangan yang dimiliki
selaku pejabat umum sesuai ketentuan didalam Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 mengenai jabatan PPAT, yaitu dengan ;

a) melihat secara cermat bukti bukti formil yang diberikan para pihak
kepada PPAT, termasuk terlebih dahulu melakukan pengecekan
sertifikat di Kantor Pertanahan.

b) mencocokan alat alat bukti formil yang diberikan para pihak kepada
PPAT dengan kemudian meminta keterangan secara detail dan jelas
kepada para pihak mengenai bukti bukti yang diberikan tersebut.

c) meminta keterangan dan penjelasan secara detail mengenai kondisi
keabsahan obyek hak, asal usul harta apakah merupakan harta bersama
atau bukan, melihat bagaimana riwayat pembelian tanah tersebut,

kemudian kewenangan para pihak dalam perbuatan hukum tersebut
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dan kehendak, maksud dan tujuan para pihak melakukan peralihan hak
atas tanah tersebut.

d) setelah semua bukti bukti formil yang ada sesuai dengan fakta hukum
yang ada, dan sertifikat sudah sesuai dengan yang terdaftar di Kantor
Pertanahan, maka PPAT kemudian memformulasikan semua kehendak
para pihak tersebut tersebut didalam bentuk penyusunan akta yang
didalamnya menuliskan dengan komparisi yang tepat sesuai kehendak
dan keinginan para pihak tersebut diatas, dan sesuai alat bukti formal
yang di sampaikan kepada PPAT.

e) kewajiban PPAT selaku pejabat umum kemudian adalah membacakan
semua keterangan serta kehendak para para pihak yang telah
dituangkan di dalam akta untuk mengetahui, meyakinkan dan
menjelaskan sekali lagi kepada para pihak mengenai apakah keinginan,
kehendak, maksud serta tujuannya sudah benar dan sesuai yang telah
disampaikan kepada PPAT

hal hal tersebut diatas merupakan penerapan asas asas nemo plus juris

transfere potest quam ipse habel yang dilakukan oleh PPAT sesuai dengan

PP 37/1998 dan peraturan peraturan lain guna menghindari cacat hukum

dari akta otentik tersebut .

Formulasi bentuk komparisi akta peralihan hak atas tanah yang diterapkan

oleh PPAT untuk menjaga dan memenuhi ketentuan asas nemo plus juris

transfere potest quam ipse habel adalah dengan menuangkan secara benar,

jelas dan detail semua kehendak dan keinginan para pihak tersebut serta
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alat alat bukti yang disampaikan para pihak kepada PPAT didalam bentuk
akta yang didalamnya memuat komparisi yang sesuai aturan aturan

didalam perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Masalah peralihan dan pembelian hak atas tanah terhadap harta bersama
menyangkut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ada. Sistem
pendaftaran tanah di Indonesia belum bisa menampung kebutuhan khusus
mengenai harta bersama yang perolehannya bukan dari hasil dalam suatu
perkawinan tersebut. Kebutuhan khusus tersebut diperlukan terobosan
didalam sistem pendaftaran tanah di BPN guna mengantisipasi kebutuhan
tersebut serta dapat menjamin kepastian dan kemanfaatan serta keadilan
hukum di tengah tengah masyarakat, dan juga terhadap tugas dan
kewenangan PPAT dalam memformulasikan bentuk komparisi akta yang
sesuai dengan fakta yuridis yang ada.

2. Pengaturan masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah
yang rumit dan dapat merugikan kedua belah pihak baik suami dan istri,
jika tidak dicermati secara detail didalam pendaftaran haknya oleh PPAT
dan BPN. Karenanya perlu penegasan didalam komparisi yang tegas
terhadap penulisan hak yang sebenarnya dalam setiap pembelian tanah/
rumah yang dilakukan oleh sepasang suami — istri didalam perkawinannya.

3. Untuk menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum diperlukan suatu

standart Akta mengenai peralihan dan pembelian hak atas tanah
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menyangkut harta bersama yang dilakukan bersama sama antara BPN dan
organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT (lkatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah)
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